
6. Undang-undang . 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 · tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembara.n Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
No:mor 4844); · • · 

4. Undsng-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Repub]ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); · 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam Lingkungan Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1091) Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara 

/-', Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara : .._ Republik Indonesia Nomor 1821 ); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan b untulc tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. • 

. . 

• 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standac Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual • 
pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan 
berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan; 

b. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi; 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA 
NOMOR I~ TAHUN2014 

TENT ANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

DENGAN RAllMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG UTARA. 

BUPATI LAMPUNG UTARA 
PROVINSI LAMPUNG 

• 



6. Pengelolaan Keuangan . 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksiid dengan: 
1. Daerah adalab Daerah Kabupaten Lampung Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah, 
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pernerintahan oleh pemerintah 

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah. 

BARI 
KETENfUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI LAMPUNGUTARA TENTANGK.EBIJAKAN 
AKUNTANSI 

Menetapkan 

MEMU11JSKAN : 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 21 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 
2012 Nomor 05). 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung Utara Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pokok-pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah yang telab beberapa kali diubah terakhir 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun2011; 

9. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); • 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesja Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara • 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
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(2) Penyusunnn Lamporan .. 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan mulai Tahun 2015. 

Pasal 6 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun diatur lebih lanjut 
dalam Lampiran Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Lampung Utara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Buapati ini. 

Pasal 5 

• 

.. 

• 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun 
clan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidak-tidaknya terdiri dari: 
1. Laporan Realisasi Anggaran; 
2. Laporan Perubahan SAL; 
3. Neraca; 
4. Laporan Operasional; 
5. Laporan Arus Kas; 
6. Laporan Perubahan Ekuitas; 
7. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit 
pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang setidak-tidaknya terdiri 
dari: 
1. Laporan Realisasi Anggaran; 
2. Laporan Operasional; 
3. Laporan Perubahan Ekuitas; 
4. Neraca; dan 
5. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD wajib 
menyusun Laporan Keuangan, yang setidak-tidaknya terdiri dari: • 
1. Laporan Realisasi Anggaran; 
2. Laporan Operasional; 
3. Neraca; 
4. Laporan Arus Kas; 
5. Laporan Perubaban Ekuitas; clan 
6. Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pasal 4 

• BABIII 
PELAPORAN KEUANGAN 

(2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari: 
a. Akuntansi Aset; 
b. Akuntansi Kewajiban; 
c. Akuntansi Ekuitas; 
d. Akuntansi Pendapatan-LO clan Pendapatan-LkA; 
e. Akuntansi Behan dan Belanja; 
f. Akuntansi Transfer; 
g. Akuntansi Pembiayaan; 
h. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan 

Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan . 

r: 
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• 

BERITADAERAHKABUPATENLAMPUNGUTARA TAHUN2014NOMOR /J- 

• 

Diundangkan di Kotabumi 
pada tanggal zfl .... 5..... 2014 

~.._~.uKABUPATEN 

ILMU MANGKUNEGARA 

• 

AGl 

Ditetapkan di Kotabumi 
pada tanggal ')./:,-, 5. 2014 

BUPATI LAMPUNG UT ARA, . . 

• 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 J anuari 2015 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. 

Pasal 7 

KETENTUAN PENUTUP 

(2) Penyusunan laporan keuangan Tahun 2014 mengacu kepada kebijakan akuntansi 
sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah. 

• 
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